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Provinsi Sulteng, M
Bayu Sabartha, Senin
(26/5/2014), saat penyera-
han laporan hasil pemerik-
saan atas laporan keuangan
pemerintah daerah ka-
bupaten/kota se Sulteng
tahun anggaran 2013, men-
gatakan, permasalahan
signifikan dalam laporan
keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sigi ta-
hun 2013 yang berpenga-
ruh pada kewajaran lapo-
ran keuangannya adalah
penyajian aset tetap per
31 Desember 2013 sebesar
Rp996,92 miliar.

“Dalam hal ini BPK tidak
dapat melakukan pengu-
jian atas asersi kelengka-
pan, serta penyajian dan
pengungkapan karena
kelemahan pencatatan dan
penginputan dalam data
base sistem manajamen
daerah (Simda) barang
milik daerah,” jelas Bayu.

Sementara itu, Bupati
Sigi Aswadin Randalembah
mengatakan, tahun ini
memang terhadang oleh
permasalahan aset seperti
lahan sekolah, mengingat
dahulu tidak ada bukti su-
rat hibah maupun tanah.
Sehingga, ini penyebab
Pemkab Sigi memperoleh
opini WDP. “Ini menjadi
kendala mempertahankan
opini WTP” kata Aswadin.

BUOL, KELOLA
KEUANGAN BERBASIS IT
Kerja keras yang dilak-
sanakan pemerintah ka-
bupaten (Pemkab) Buol
dalam pengelolaan keuan-
gan dan aset daerah ber-
buah manis. Jika tahun
sebelumnya BPK RI mem-
berikan opini disclaimer
pada laporan keuangan
Pemkab Buol, tahun 2013
BPK memberikan opini wa-
jar dengan pengecualian.
Bupati Buol, Amirudin
Rauf, mengungkapkan rasa
syukurnya atas pencapa-
ian tersebut. Dikatakan
Bupati yang akrab disapa
Dokter Rudi itu, pencapa-
ian tersebut merupakan
kerja keras seluruh jajaran

yang ada di Pemkab Buol.*

“Ini berawal dari komitmen
bersama seluruh'peny-
elenggara pemerintahan
taat asas dalam pengelo-
laan keuangan dan aset
daerah,” ujar Dokter Rudi,
Selasa (27/5/2014).
Diungkapkan Dokter
Rudi, selama satu tahun

terakhir pihaknya telah’

berusaha keras melaku-
kan penataan aset dae-

“rah, yang pada tahun 2012

menjadi salahsatu pemicu
disclaimer. “Satu tahun
kita lakukan sensed aset,
pembukuan dan penarikan
untuk aset yang dikuasai

sambungan dari hal. 1

mantan pejabat atau pega-
wai. Hasilnya lebih delapan
puluh persen asetkita yang
tidak tertata sejak awal
pemekaran empat belas
tahun lalu, kini mulai ter-
tata. Kenapa WDP? Karena
harus kita akui penataan ini
belum selesai dan kita akan

terus tingkatkan,” katanya.
Dengan kerja keras
semua pihak dan taat

aturan, Dokter Rudi opti-
mistis tahun depan Pemkab
Buol akan mendapatkan
opini wajar tanpa pengec-
ualian (WTP) dari BPK.
Selain membenahi pen-
gelolaan aset, Pemkab Buol
juga melakukan terobo-
san pengeloaan keuangan
berbasis teknologi infor-
masi (IT). Badan Pengelola
Keuangan dan aset Daerah
Kabupaten Buol membuat
sistem pengelolaan keuan-
gan secara online dan ter-
hubung dengan BPK Rl dan
Kementerian Keuangan.
“Data dan arus pengelolaan
keuangan online dan dit-
ampilkan dilayar di kantor
bupati. Semua transparan
dan bisa dipertanggung-
jawabkan. Jika ada yang
punya urusan keuangan
dengan Pemkab Buol, bisa
langsung mengeceknya
melalui jaringan internet,
tidak perlu repot-repot
datang dan berurusan den-
gan bendahara. aj/TmMu
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Pemda Ramai-ramai Turun Peringkat

SEJUMLAH Pemerintah Daerah (Pemda) ramai-ramai : daerah, kecuali Pemerintah  peringkat menjadi opini
Kabupaten (Pemkab) WDP karena tahun sebel-

turun peringkat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK
RI atas sejumlah laporan keuangan pemerintah daerah

(LKPD) 2013.

Oleh: TIM MERCUSUAR

Dalam catatan redak-
si, sejumlah Pemerintah
Daerah (Pemda) berhasil
memperoleh opini wajar
tanpa pengecualian (WTP)
terhadap LKPD tahun
sebelumnya. Misalnya,
Kota Palu, Kabupaten
Poso, Parigi Moutong, Sigi
dan Pemerintah Provinsi

Sulteng.

Prestasi yang diraih oleh
sejumlah Pemda itu, diberi
apresiasi tersendiri oleh
BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulteng.

Namun prestasi yang di-
raih tersebut, seolah sirna
menyusul turunnya pering-
kat sejumlah pemerintah

Buol yang berhasil naik umnya hanya memperoleh

opini disclaimer.
Selebihnya, turun per-
ingkat dari WTP menjadi
WDP, yakni Kota Palu,
Kabupaten Poso, Tolitoli,
Morowali, Parigi Moutong
dan Sigi. Untuk Kabupaten
Banggai, Donggala, Banggai
Kepulauan dan Tojo Una-
una, belum memperoleh
laporan hasil pemeriksaan
atas LKPD 2013 dari BPK
RI Perwakilan Provinsi
Sulteng.
Kepala BPK. RI

Baca TURUN di Hal. 11




